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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak anak, serta faktor risiko dan 
protektif terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia menggunakan 
kerangka SCII. Studi ini berangkat dari fenomena meningkatnya kasus penelantaran 
anak yang ditinggalkan orang tua bekerja ke luar negeri, khususnya di Lombok 
Timur. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode 
deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi 
partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri dari 
anak pekerja migran, pengasuh, tokoh masyarakat, Forum Anak, dan pejabat 
lembaga pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak 
anak mencakup hak atas pengasuhan dan perlindungan keluarga, pendidikan yang 
layak, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, kesehatan dan kebutuhan 
dasar, partisipasi, serta identitas dan rasa aman. Faktor risiko yang dominan adalah 
budaya patriarki, budaya diam, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya 
kapasitas dan literasi hukum pengasuh. Di sisi lain, faktor protektif muncul melalui 
solidaritas komunitas, peran Forum Anak, kebijakan perlindungan anak nasional, 
dan pendidikan berbasis hak yang mendorong resiliensi anak. Penelitian ini 
menegaskan pentingnya implementasi terpadu berbasis SCII sebagai strategi 
sistemik dan sensitif budaya untuk memperkuat perlindungan anak. Temuan ini 
berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis dan praktik tata kelola 
perlindungan anak di Indonesia. 
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 This study aims to analyze children's rights, as well as risk and protective factors for 
child neglect among Indonesian migrant workers using the SCII framework. This 
study is based on the increasing number of cases of child neglect among parents 
working abroad, particularly in East Lombok. The study employs a juridical-
empirical approach, utilizing descriptive and analytical methods. Data were 
collected through in-depth interviews, participatory observation, and 
documentation studies with nine informants, including migrant workers' children, 
caregivers, community leaders, the Children's Forum, and local government 
officials. The results show that violations of children's rights include the right to 
family care and protection, adequate education, protection from violence and 
neglect, health and basic needs, participation, and identity and a sense of security. 
The dominant risk factors are patriarchal culture, a culture of silence, weak 
institutional coordination, and low capacity and legal literacy of caregivers. On the 
other hand, protective factors emerge through community solidarity, the role of the 
Children's Forum, national child protection policies, and rights-based education 
that promotes child resilience. This research highlights the importance of 
integrated SCII-based implementation as a systemic and culturally sensitive 
approach to enhance child protection. These findings contribute to broadening the 
theoretical understanding and practice of child protection governance in Indonesia. 
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A. PENDAHULIUAN  

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi fenomena global yang membawa implikasi kompleks 

bagi negara asal maupun negara tujuan. Di Indonesia, pekerja migran menyumbang devisa yang 

signifikan dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Data Bank Dunia menunjukkan remitansi 

pekerja migran Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, menjadi salah satu penopang penting 

ekonomi rumah tangga di daerah pengirim (World Bank, 2017). Namun, di balik sumbangsih ekonomi 

tersebut, migrasi juga menghadirkan dampak sosial yang serius, terutama terhadap anak-anak yang 

ditinggalkan di kampung halaman. Ketidakhadiran orang tua, terutama ibu, dalam jangka panjang telah 

dikaitkan dengan meningkatnya risiko penelantaran anak, lemahnya pengawasan pengasuhan, serta 

kerentanan psikologis dan social (Manugae et al., 2023; Parreñas & Parreñas, 2015). 

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang menyalahi prinsip-

prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 

Tahun 1990. Penelantaran ini tidak hanya mengacu pada ketiadaan pemenuhan kebutuhan dasar anak 

seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mencakup absennya dukungan 

emosional dan perlindungan sosial yang memadai(Badriah et al., 2023). Beberapa penelitian menegaskan 

bahwa kondisi ekonomi yang rapuh, disrupsi keluarga, perceraian, hingga lemahnya sistem sosial dan 

budaya menjadi faktor pemicu terjadinya penelantaran (Joyce, 2016; Shaari et al., 2023). Fenomena ini 

menjadi semakin kompleks di daerah dengan tradisi adat yang kuat, seperti praktik merariq pada 

masyarakat Sasak di Lombok, yang dalam konteks tertentu memperlemah perlindungan anak (Nasirin & 

Lionardo, 2021). Persoalan penelantaran anak pekerja migran di Indonesia tidak berdiri sendiri, 

melainkan terkait erat dengan faktor struktural yang melintasi dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan 

hukum. Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia mencapai 9,28% atau 25,95 

juta orang pada 2018 (Soundararajan et al., 2023), memperlihatkan kerentanan ekonomi keluarga yang 

berimplikasi pada pemenuhan hak anak. Situasi ini diperparah oleh minimnya intervensi negara dalam 

bentuk regulasi yang operasional dan layanan sosial yang terdesentralisasi hingga tingkat desa (Tyaputri 

& Utami, 2024). Dengan demikian, permasalahan penelantaran anak pekerja migran merupakan isu 

multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan lintas level. 

Beberapa studi internasional menyoroti bahwa faktor risiko penelantaran anak kerap bersumber dari 

ekologi mikro, yaitu individu dan keluarga, seperti penyalahgunaan zat oleh orang tua, riwayat 

penganiayaan, dan kekerasan pasangan intim (Austin et al., 2020; Younas & Gutman, 2022). Di sisi lain, 

faktor protektif dapat ditemukan pada dukungan sosial, keterlibatan komunitas, serta keberadaan 

lembaga pendidikan dan kesehatan yang responsive (Ridings et al., 2017). Namun, berbagai penelitian 

juga menegaskan bahwa potensi protektif tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal akibat 

fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya literasi hukum di tingkat 

masyarakat (McDonald et al., 2016; Schillinger, 2020). (McDonald et al., 2016; Schillinger, 2020). Dalam 

konteks Indonesia, penelitian mengenai hak-hak anak dan dinamika faktor risiko serta protektif 

penelantaran anak pekerja migran masih terbatas, khususnya yang menggunakan analisis berbasis 

kerangka SCII (Societal, Community, Institutional, Individual). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menjelaskan secara komprehensif bagaimana hak-hak anak 

terlantar, faktor risiko, dan faktor protektif penelantaran anak pekerja migran Indonesia saling 

berinteraksi dalam empat dimensi SCII. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman holistik 

mengenai kondisi anak-anak pekerja migran, tetapi juga menawarkan kontribusi teoretis terhadap 

pengembangan studi hukum dan kebijakan perlindungan anak berbasis multilevel dan kontekstual. 

Upaya pencegahan penelantaran anak membutuhkan strategi komprehensif yang mengurangi faktor 

risiko sekaligus memperkuat faktor protektif. Pendekatan preventif ini telah lama diperkenalkan dalam 

literatur kesehatan masyarakat dan psikologi perkembangan. Mrazek, dan Haggerty (1994) serta Neta et 

al. (2015) menekankan bahwa pencegahan selektif yang diarahkan pada keluarga dengan anak berisiko 

lebih efektif dibandingkan strategi universal. Strategi tersebut melibatkan tahapan mulai dari identifikasi 

masalah, analisis epidemiologi, pengujian intervensi, hingga diseminasi program secara berkelanjutan 

(Greenberg et al., 2017). Dalam konteks penelantaran anak pekerja migran, pencegahan tidak bisa hanya 

mengandalkan pendekatan keluarga, tetapi juga memerlukan intervensi komunitas, institusi, dan negara 

secara terintegrasi. 
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Kerangka ekologi yang diperkenalkan Bronfenbrenner (1979) menyediakan lensa analitis yang 

inklusif untuk memahami penelantaran anak dalam konteks migrasi. Anak ditempatkan dalam lingkaran 

pengaruh berlapis mulai dari mikro (individu dan keluarga), mezzo (komunitas), hingga makro (institusi 

dan negara). Dengan kerangka ini, menjadi jelas bahwa intervensi parsial pada satu level tidak memadai. 

Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah kerangka strategi multilevel yang memastikan adanya sinergi 

antaraktor pada berbagai tingkat. Dalam literatur kebijakan sosial, konsep governance networks yang 

dikemukakan Rhodes (2017) juga menegaskan pentingnya koordinasi horizontal dan vertikal antar 

lembaga serta keterlibatan komunitas dalam menghasilkan kebijakan yang efektif. 

Kerangka SCII (Societal, Community, Institutional, Individual) menjadi salah satu model integratif 

yang relevan digunakan untuk menganalisis dan mengatasi persoalan penelantaran anak pekerja migran 

di Indonesia. Pada level societal, regulasi dan kebijakan nasional perlu ditegakkan untuk memastikan 

perlindungan anak masuk dalam prioritas pembangunan. Pada level community, peran forum anak, 

tokoh agama, dan lembaga lokal menjadi penting untuk mendeteksi serta merespons kasus penelantaran 

secara dini. Pada level institutional, sekolah, layanan kesehatan, dan lembaga sosial harus diperkuat agar 

mampu menjalankan fungsi deteksi dan intervensi. Sementara pada level individual, orang tua, pengasuh, 

maupun anak sendiri perlu diberdayakan melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikososial 

(Mrazek, & Haggerty, 1994; Wessells, 2009). Namun, kajian literatur juga menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam operasionalisasi kerangka SCII. Studi Wessells (2009) menekankan bahwa 

perlindungan anak berbasis komunitas sering kali bersifat simbolis tanpa mandat hukum yang jelas. 

Begitu pula Hulme et al. (2015) menunjukkan bahwa desentralisasi kewenangan tanpa dukungan sumber 

daya hanya akan memperkuat fragmentasi. Dengan demikian, pertanyaan utama yang muncul adalah 

bagaimana kerangka SCII dapat dioperasionalisasikan secara efektif dalam konteks anak pekerja migran 

di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dengan tradisi adat yang kuat dan literasi hukum rendah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak anak, faktor risiko dan protektif penelantaran 

anak pekerja migran Indonesia dengan menggunakan kerangka SCII. Kebaruan studi ini terletak pada 

pendekatan integratif yang tidak hanya mengidentifikasi faktor risiko dan protektif di setiap level, tetapi 

juga menelaah bagaimana interaksi antarlevel tersebut membentuk kerentanan atau perlindungan anak. 

Dengan memadukan data empiris dari Lombok Timur serta literatur internasional, penelitian ini 

berupaya memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat konsep perlindungan anak berbasis 

multilevel governance, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan dan 

intervensi sosial. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga 

sebagai dasar advokasi untuk membangun sistem perlindungan anak pekerja migran yang lebih 

komprehensif, terintegrasi, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. 

 

B. METODE 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan orientasi deskriptif-analitis. 

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi faktor risiko dan 

faktor protektif penelantaran anak pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kerangka SCII (Societal, 

Community, Institutional, Individual). Penelitian yuridis empiris memungkinkan integrasi antara analisis 

hukum normatif dan kenyataan empiris di lapangan (Soekanto, 2015). Dengan demikian, penelitian ini 

tidak hanya menelaah aturan hukum tertulis terkait perlindungan anak, tetapi juga menguji 

implementasi dan efektivitasnya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Lombok Timur. Metode 

deskriptif-analitis dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi aktual anak 

PMI, dengan memfokuskan pada hubungan antara faktor risiko dan protektif yang memengaruhi tingkat 

kerentanan mereka. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pada 

kedalaman (depth) dibanding keluasan (breadth) dalam mengungkap makna dan dinamika sosial 

(Creswell & Poth, 2016). 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai 

salah satu daerah dengan angka migrasi tenaga kerja tertinggi di Indonesia. Kabupaten ini menjadi locus 

yang signifikan karena tingginya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri, 

terutama ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang meninggalkan anak-anak mereka di 
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desa asal. Konteks ini menjadikan Lombok Timur sebagai laboratorium sosial untuk meneliti fenomena 

penelantaran anak akibat migrasi.  

2. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari anak-anak PMI, pengasuh, serta aktor institusional dan komunitas yang 

relevan. Total informan penelitian berjumlah sembilan orang, mencakup: Anak-anak pekerja migran 

Indonesia; Pengasuh anak-anak PMI; Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Timur (Disnaker); Perwakilan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lombok Timur; Lembaga Perlindungan Anak 

Nusa Tenggara Barat (LPA NTB); Tokoh masyarakat dan pemuda; Forum Anak Kabupaten Lombok 

Timur. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni dipilih karena relevansi dan kapasitas 

mereka dalam memberikan informasi mendalam mengenai permasalahan penelitian (Patton, 2018). 

Keberagaman informan ini memungkinkan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan 

penelitian (Creswell & Poth, 2016). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu 1) Observasi Partisipatif. Peneliti 

melakukan pengamatan langsung pada komunitas tempat anak PMI tinggal. Observasi ini digunakan 

untuk mengidentifikasi praktik pengasuhan, peran komunitas, dan interaksi antara anak, pengasuh, serta 

institusi lokal. 2) Wawancara Mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk 

memberikan ruang eksplorasi pengalaman informan. Anak-anak PMI, pengasuh, serta pejabat 

institusional dan tokoh masyarakat diwawancarai untuk menggali persepsi mengenai risiko dan proteksi 

dalam konteks pengasuhan anak. 3) Studi Dokumentasi. Dokumen hukum seperti Undang-Undang 

Perlindungan Anak, kebijakan migrasi, serta peraturan daerah terkait perlindungan anak dianalisis. 

Selain itu, laporan penelitian, data statistik, dan artikel ilmiah digunakan sebagai sumber sekunder untuk 

memperkuat analisis. Penggunaan tiga teknik ini memungkinkan peneliti melakukan triangulasi metode 

sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya (Miles & Huberman, 1994). 

4. Sumber Data 

Sumber data dibedakan menjadi primer dan sekunder. Data primer berasal langsung dari hasil 

wawancara dengan informan kunci dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder mencakup 

literatur ilmiah, laporan lembaga pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik 

terkait perlindungan anak dan pekerja migran. Analisis data sekunder memperkaya pemahaman 

terhadap konteks global penelantaran anak akibat migrasi.  

5. Analisis Data 

Analisis data menggunakan metode analisis interaktif (Miles & Huberman, 1994) yang meliputi tiga 

langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, 

wawancara ditranskrip, kemudian dikodekan berdasarkan kategori faktor risiko dan faktor protektif 

sesuai dimensi SCII. Penyajian data dilakukan melalui pembuatan matriks, tabel, dan narasi analitis yang 

menggambarkan keterkaitan antar faktor. Misalnya, Tabel 4.2 menampilkan pemetaan faktor risiko dan 

protektif pada setiap level SCII. Tahap verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan 

dengan teori, literatur, dan dokumen hukum. Langkah ini memastikan bahwa analisis tidak hanya 

deskriptif, tetapi juga interpretatif dan teoritis.  Untuk menjamin validitas penelitian, digunakan strategi 

triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai informan 

dari berbagai lapisan (anak, pengasuh, institusi, komunitas). Triangulasi metode ditempuh melalui 

kombinasi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengeksplorasi faktor risiko dan faktor protektif terkait penelantaran anak-anak 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kerangka sistem hukum SCII (Societal, Community, Institutional, 

Individual) di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data empiris, bagian ini menganalisis bagaimana 

norma budaya, struktur pemerintahan lokal, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik individu saling 

berinteraksi dalam membentuk kerentanan maupun perlindungan terhadap anak-anak PMI.  

1. Hak-Hak Anak yang Ditelantarkan  

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, 

dihormati, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, maupun lembaga terkait lainnya. Temuan penelitian 

menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, antara lain hak untuk 

memperoleh pengasuhan dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak untuk terbebas 
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dari kekerasan dan penelantaran, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak untuk didengar dan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, serta hak atas identitas, 

martabat, dan rasa aman. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut mengindikasikan lemahnya mekanisme 

perlindungan anak, baik pada tingkat individu, keluarga, komunitas, maupun institusi negara, sehingga 

diperlukan intervensi yang komprehensif dan berlapis guna memastikan terpenuhinya hak anak secara 

utuh dan berkelanjutan.  

Tabel 1 

Hak-Hak Anak yang Ditelantarkan 

Hak Anak Hak-Hak Anak yang Ditelantarkan 

Hak atas Pengasuhan dan 

Perlindungan dari Keluarga 

Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan 

pengasuhan dari orang tua atau wali. Dalam kasus anak PMI, hak ini 

sering terabaikan karena orang tua bekerja di luar negeri, sementara 

pengasuh yang menggantikan (biasanya kerabat lansia) tidak selalu 

memiliki kapasitas, literasi hukum, maupun dukungan emosional 

yang memadai. Akibatnya, anak kehilangan hak mendasar atas 

pengasuhan yang aman, penuh kasih, dan berkelanjutan. 

Hak atas Pendidikan yang 

Layak 

Sekitar 37% anak PMI di Lombok Timur rentan putus sekolah karena 

minimnya perhatian orang tua dan lemahnya sistem deteksi dini di 

sekolah. Padahal, hak atas pendidikan telah dijamin dalam CRC 

(Pasal 28) dan UU Perlindungan Anak. Rendahnya literasi hukum 

pengasuh memperburuk situasi karena mereka tidak memahami 

pentingnya kelanjutan pendidikan anak. 

Hak atas Perlindungan dari 

Kekerasan dan Penelantaran 

Anak PMI kerap menjadi korban budaya diam (culture of silence) di 

masyarakat. Kasus penelantaran jarang dilaporkan karena dianggap 

aib keluarga. Hal ini menghilangkan hak anak untuk dilindungi dari 

kekerasan dan penelantaran sebagaimana diatur dalam CRC (Pasal 

19). Ketidakjelasan mandat hukum di tingkat komunitas 

memperparah pelanggaran hak ini. 

Hak atas Kesehatan dan 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Kondisi ekonomi keluarga PMI sering menyebabkan anak tidak 

terpenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. 

Keterbatasan akses layanan kesehatan, minimnya program khusus 

bagi anak PMI, serta lemahnya koordinasi antar institusi menjadi 

hambatan serius. Anak kehilangan hak fundamental atas standar 

kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dijamin oleh CRC (Pasal 

24). 

Hak untuk Didengar dan 

Berpartisipasi 

Meskipun ada inisiatif komunitas seperti Forum Anak, penelitian 

menunjukkan bahwa peran anak masih sebatas simbolis karena 

belum memiliki wadah formal dan legitimasi hukum . Padahal, anak 

berhak menyampaikan pandangan dan berpartisipasi dalam 

keputusan yang memengaruhi kehidupannya (CRC Pasal 12). Hak 

partisipasi ini belum sepenuhnya diakui dalam konteks anak PMI 

Hak atas Identitas dan Rasa 

Aman 

Budaya patriarki yang membatasi peran anak dan perempuan sering 

mengabaikan hak anak atas identitas, martabat, dan rasa aman. 

Ketakutan keluarga akan stigma membuat anak kehilangan akses 

pada mekanisme hukum formal. Hal ini menggerus hak anak untuk 

diakui sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan 

perlindungan. 

 

Tabel 1 di atas mengidentifikasi berbagai hak anak yang terabaikan akibat praktik migrasi orang tua 

sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun para orang tua tetap menunjukkan perhatian melalui 

pengiriman uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak, hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif. Hak-hak yang dilanggar meliputi hak atas pengasuhan 

dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan 

penelantaran, hak atas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk didengar dan 
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berpartisipasi, serta hak atas identitas dan rasa aman. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut, penelitian 

menemukan bahwa hak atas pengasuhan dan kasih sayang merupakan aspek yang paling dominan 

terabaikan, dibandingkan dengan hak-hak anak lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan 

transfer ekonomi semata tidak mampu menggantikan peran emosional, afektif, dan pengasuhan langsung 

dari orang tua dalam tumbuh kembang anak.  

Temuan ini sejalan dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (1979) yang menekankan 

bahwa tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh interaksi sistemik antara keluarga, komunitas, institusi, 

dan struktur sosial yang lebih luas. Ketika salah satu subsistem, khususnya keluarga inti, mengalami 

disfungsi karena absennya orang tua, maka perlindungan anak menjadi rentan meskipun dukungan 

ekonomi tetap mengalir. Hak-hak yang terlanggar mencakup hak atas pengasuhan dan perlindungan 

keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, hak 

atas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk didengar dan berpartisipasi, serta hak atas 

identitas dan rasa aman. Hal ini juga menegaskan bahwa penelantaran emosional dan kurangnya kasih 

sayang memiliki dampak lebih signifikan terhadap perkembangan psikososial anak dibandingkan dengan 

keterbatasan material (Ridings et al., 2017; Younas & Gutman, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian 

ini memperkuat argumen bahwa transfer ekonomi semata tidak mampu menggantikan fungsi afektif dan 

relasional orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak atas pengasuhan dan kasih sayang 

merupakan aspek yang paling dominan terabaikan, sehingga diperlukan strategi multilevel berbasis SCII 

(Societal, Community, Institutional, Individual) untuk menjamin pemenuhan hak anak secara utuh.  

2. Dimen Societal: Norma dan Budaya Patriarki 

Dimensi societal menunjukkan bahwa faktor budaya dan struktur sosial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kondisi anak pekerja migran Indonesia (PMI). Dominasi budaya patriarki di Lombok 

Timur menempatkan otoritas pengambilan keputusan pada kepala keluarga laki-laki, sehingga 

kepentingan anak sering kali terpinggirkan. Keputusan terkait pengasuhan jarang melibatkan ibu atau 

anggota keluarga perempuan, padahal ibu PMI merupakan aktor sentral yang meninggalkan anak mereka 

untuk bekerja di luar negeri. Situasi ini sejalan dengan analisis Engle Merry (1988) mengenai pluralisme 

hukum, yang menegaskan bahwa norma adat dapat menciptakan sistem paralel dan pada akhirnya 

melemahkan efektivitas hukum formal. Selain itu, keberadaan budaya diam (culture of silence) 

memperkuat risiko penelantaran anak. Kasus-kasus pelanggaran hak anak jarang diungkap karena 

pelaporan dianggap mencoreng nama baik keluarga. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Heimer & Staffen 

(1998) tentang karakteristik masyarakat kolektivis, di mana reputasi keluarga lebih diutamakan 

dibandingkan dengan perlindungan hak individu. Konsekuensinya, penelantaran anak kerap tidak 

dipandang sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai urusan privat keluarga. 

Namun demikian, terdapat pula faktor protektif yang melekat pada budaya masyarakat Sasak, 

khususnya melalui praktik pengasuhan komunal seperti begawe (gotong royong) dan tradisi saling 

menjaga. Mekanisme kultural ini memungkinkan anak-anak PMI tetap memperoleh dukungan dari 

kerabat maupun tetangga ketika orang tua mereka tidak hadir. Praktik tersebut sejalan dengan temuan 

Wessells (2009), yang menegaskan bahwa mekanisme komunitas dapat menyediakan perlindungan dasar 

bagi anak meskipun tidak dilembagakan secara formal dalam sistem hukum negara. 

3. Dimensi Community: Aktor Lokal berbasis Kemasyarakatan 

Dimensi komunitas memperlihatkan bahwa aktor lokal seperti Forum Anak, posyandu, tokoh agama, 

dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pengasuhan anak PMI. 

Forum Anak, misalnya, berfungsi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk berinteraksi serta 

menyuarakan aspirasi mereka. Namun demikian, peran komunitas ini masih bersifat simbolis karena 

tidak didukung oleh mandat hukum maupun sumber daya operasional yang memadai. Oleh sebab itu, 

pelembagaan Forum Anak dalam kerangka hukum desa menjadi krusial agar fungsi perlindungan anak 

dapat dijalankan secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan konsep community-embedded 

governance yang dikemukakan Turner & Hulme (1997), yang menekankan bahwa inisiatif berbasis 

komunitas hanya akan efektif apabila memiliki landasan hukum yang jelas serta kapasitas kelembagaan 

yang memadai. 

Di sisi lain, keterbatasan pelatihan dan lemahnya koordinasi antar lembaga komunitas turut menjadi 

hambatan signifikan. Sebagian tokoh masyarakat tidak memahami prosedur hukum atau mekanisme 

pelaporan ketika menemukan kasus penelantaran anak. Akibatnya, inisiatif komunitas cenderung 

terfragmentasi dan tidak mampu merespons kompleksitas kasus secara optimal. Temuan ini konsisten 
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dengan literatur mengenai implementation gap dalam tata kelola desentralisasi sebagaimana 

dikemukakan (Grindle & Thomas, 1989). Meski demikian, terdapat faktor protektif yang bersumber dari 

nilai solidaritas sosial, seperti partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif serta dukungan moral dari 

tokoh agama. Akan tetapi, tanpa integrasi dengan sistem hukum formal, perlindungan berbasis 

komunitas tetap bersifat informal dan berpotensi melemahkan efektivitas intervensi hukum negara. 

4. Dimensi Institutional: Kerangka Hukum dan Kebijakan Hak-Hak Anak 

Dimensi institusional menunjukkan bahwa program perlindungan anak masih bersifat 

terfragmentasi, minim koordinasi antarinstansi, serta lemah dalam penegakan hukum di tingkat lokal. 

Sekolah, dinas sosial, dan lembaga hukum cenderung bekerja dalam sekat sektoral tanpa adanya sistem 

rujukan yang terintegrasi. Guru di sekolah, misalnya, sering kali tidak dibekali dengan pelatihan untuk 

mendeteksi kebutuhan psikososial anak PMI, padahal institusi pendidikan merupakan arena strategis 

untuk melakukan intervensi dini. Temuan ini menguatkan analisis Grindle & Thomas (1989) yang 

menegaskan bahwa fragmentasi kelembagaan dalam sistem desentralisasi dapat menghambat efektivitas 

implementasi kebijakan sosial. 

Meskipun terdapat regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi di 

tingkat lokal masih mengalami keterlambatan akibat lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, serta 

ketiadaan basis data yang terintegrasi. Di sisi lain, faktor protektif muncul melalui keberadaan kebijakan 

nasional seperti Program Desmigratif dan inisiatif Desa Ramah Anak. Kedua program ini menyediakan 

kerangka normatif yang dapat memperkuat perlindungan anak PMI. Namun demikian, implementasinya 

sering kali tidak menjangkau seluruh komunitas dan kurang dilengkapi dengan mekanisme monitoring 

berbasis data real time. Hal ini sejalan dengan catatan UNICEF (2022) yang mengidentifikasi absennya 

data terintegrasi sebagai kelemahan sistemik dalam perlindungan anak di Indonesia, sebuah temuan yang 

juga dikonfirmasi oleh hasil penelitian ini. 

5. Dimensi Individual: Pengasuh, dan Pendidikan Anak 

Dimensi individu memperlihatkan bahwa faktor risiko anak PMI berkaitan erat dengan rendahnya 

tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang buruk, serta minimnya literasi hukum. Sebagian besar 

pengasuh anak PMI merupakan kerabat lansia yang tidak memiliki kompetensi psikologis maupun 

pengetahuan hukum yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan teori caregiver burden yang dikemukakan 

oleh Zarit et al. (1980) yang menekankan keterbatasan fisik dan emosional pengasuh lansia dalam 

memenuhi kebutuhan anak. Model pengasuhan otoriter tradisional juga masih dominan, yang sering kali 

mengabaikan kebutuhan emosional anak dan meningkatkan kerentanan terhadap penelantaran, baik 

berupa kurangnya perhatian maupun terbatasnya akses pendidikan. 

Meski demikian, terdapat faktor protektif yang bersumber dari kapasitas anak-anak PMI itu sendiri. 

Beberapa remaja yang memperoleh akses pada pendidikan berbasis hak serta dukungan komunitas 

menunjukkan tingkat resiliensi yang lebih tinggi. Mereka mampu menegaskan hak-haknya, melaporkan 

pengalaman ketidakadilan, serta mengakses jaringan pendukung secara mandiri. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Younas & Gutman (2022) yang menunjukkan bahwa literasi hukum dan dukungan 

sosial berperan signifikan dalam meningkatkan ketangguhan anak menghadapi risiko penelantaran. 

6. Interaksi antar Tingkat SCII 

Interaksi dinamis antar level SCII menunjukkan bahwa faktor risiko maupun protektif tidak berdiri 

secara terpisah, melainkan saling memengaruhi lintas dimensi. Norma budaya patriarki pada level 

societal, misalnya, memperkuat budaya diam di level community, yang pada akhirnya melemahkan 

implementasi hukum pada level institutional. Sebaliknya, faktor protektif pada satu dimensi juga dapat 

berkontribusi memperkuat dimensi lainnya. Solidaritas sosial di tingkat komunitas, misalnya, 

mendukung pendidikan berbasis hak di tingkat individu, sementara kebijakan nasional pada level 

institusional mampu meningkatkan kapasitas komunitas melalui program pelatihan dan integrasi data. 

Pola interaksi ini konsisten dengan kerangka ecological systems theory yang dikemukakan 

Bronfenbrenner (1979) yang menegaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi simultan 

berbagai lingkup ekologi. Secara keseluruhan, temuan empiris penelitian ini yang merinci faktor risiko 

dan protektif pada setiap dimensi SCII telah dirangkum dalam Tabel 2. 
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Tabel 2  
Faktor Risiko dan Protektif dalam Dimensi SCII 

Level SCII Faktor Risiko Faktor Protektif 
Sosial/Societal Patriarki, budaya diam, stigma sosial Norma pengasuhan komunal, 

solidaritas sosial (begawe, saling 
jaga) 

Komunitas Tidak ada mandat hukum, kurang 
pelatihan dan koordinasi 

Forum Anak, posyandu, tokoh 
masyarakat desa 

Institusional Program terfragmentasi, kekurangan 
data, akses hukum lemah 

UU nasional, program sektoral, 
inisiatif Desmigratif 

Individual Pendidikan rendah, status ekonomi 
buruk, literasi hukum rendah 

Pengasuh sadar hukum, anak-anak 
dengan pendidikan berbasis hak 

 

Tabel 2 menegaskan bahwa setiap level dalam kerangka SCII mengandung kerentanan sekaligus 

potensi protektif. Kompleksitas interaksi antarlevel menuntut adanya strategi terpadu yang mampu 

mengintegrasikan intervensi pada dimensi societal, komunitas, institusional, dan individu. Pada sisi 

faktor risiko, anak PMI dipengaruhi oleh berbagai determinan, antara lain budaya patriarki, budaya diam, 

dan stigma sosial pada level societal; ketiadaan mandat hukum serta lemahnya pelatihan dan koordinasi 

pada level komunitas; program yang terfragmentasi, kekurangan data, serta lemahnya akses hukum pada 

level institusional; serta rendahnya pendidikan, buruknya status ekonomi, dan minimnya literasi hukum 

pada level individu. Sebaliknya, faktor protektif juga muncul dalam setiap dimensi. Pada level societal, 

norma pengasuhan komunal dan solidaritas sosial melalui praktik begawe atau saling menjaga menjadi 

modal sosial penting. Pada level komunitas, keberadaan Forum Anak, posyandu, dan tokoh masyarakat 

desa berfungsi sebagai agen perlindungan lokal. Pada level institusional, regulasi nasional seperti 

Undang-Undang Perlindungan Anak, program sektoral, dan inisiatif Desmigratif memberikan kerangka 

normatif yang memperkuat sistem perlindungan. Sementara itu, pada level individu, proteksi dapat 

muncul dari pengasuh yang memiliki kesadaran hukum serta anak-anak PMI yang memperoleh 

pendidikan berbasis hak. Dengan demikian, pemetaan faktor risiko dan protektif pada setiap level SCII 

menekankan perlunya pendekatan holistik yang menyinergikan potensi dari seluruh dimensi untuk 

meningkatkan efektivitas perlindungan anak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fauk et al. (2024) yang menunjukkan bahwa anak-anak 

yang ditinggalkan oleh orang tua migran menghadapi tantangan psikososial dan stigma sosial, namun 

memperoleh dukungan melalui mekanisme komunitas lokal. Demikian pula, Sari (2023) menegaskan 

bahwa Forum Anak dan posyandu berperan penting dalam membangun perlindungan anak berbasis 

komunitas meskipun sering terbatas pada kapasitas dan mandat hukum. Pada tingkat institusional, studi 

Nur et al. (2023) menyoroti lemahnya koordinasi lintas lembaga dan ketiadaan data terintegrasi sebagai 

hambatan utama, yang konsisten dengan faktor risiko pada penelitian ini. Sementara itu, faktor protektif 

yang muncul dari norma pengasuhan komunal sesuai dengan konsep community-based child protection 

yang dijelaskan oleh Wessells (2009) dan dikonfirmasi oleh studi kontemporer di Indonesia mengenai 

desa ramah anak (Pasciana et al., 2025). Selain itu, resiliensi anak melalui pendidikan berbasis hak 

sejalan dengan kajian Katz & Haldar (2015) yang menemukan bahwa literasi hukum dan pendidikan 

partisipatif dapat memperkuat ketangguhan anak dalam menghadapi risiko penelantaran. Dengan 

demikian, hasil ini memperluas bukti empiris bahwa perlindungan anak PMI harus dipahami sebagai 

interaksi multidimensi lintas level SCII, selaras dengan kerangka ecological systems theory 

Bronfenbrenner. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hak-hak anak terlantar, meliputi hak atas 

pengasuhan dan perlindungan keluarga, hak atas pendidikan yang layak, hak atas perlindungan dari 

kekerasan dan penelantaran, hak atas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk didengar 

dan berpartisipasi, serta hak atas identitas dan rasa aman, telah menjadi perhatian khusus tidak hanya 

bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga bagi keluarga serta organisasi internasional 

yang bergerak di bidang perlindungan anak PMI. Meskipun demikian, realitas perlindungan anak PMI di 

Lombok Timur masih menghadapi tantangan serius sehingga memerlukan penanganan melalui 

pendekatan multilevel, terintegrasi, dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Fragmentasi 

kelembagaan, budaya diam, serta keterbatasan kapasitas individu pengasuh menempatkan anak PMI 

dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Namun demikian, terdapat pula 

faktor protektif yang dapat dioptimalkan, antara lain nilai solidaritas sosial dalam masyarakat, 
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pendidikan berbasis hak, serta dukungan kebijakan melalui program-program nasional. Temuan ini 

mempertegas bahwa strategi SCII tidak hanya penting secara konseptual, tetapi juga harus 

dioperasionalisasikan secara nyata melalui pelembagaan peran komunitas, penguatan koordinasi antar 

lembaga, peningkatan kesadaran hukum di tingkat keluarga maupun masyarakat, serta pemberdayaan 

keluarga pengasuh. Tanpa adanya langkah-langkah integratif yang sistematis, sistem perlindungan anak 

berisiko berjalan secara parsial dan gagal mencapai potensi transformatifnya dalam menjamin 

pemenuhan hak-hak anak PMI.  

Temuan penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak serta identifikasi faktor risiko dan protektif 

dalam penelantaran anak pekerja migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi signifikan bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perlindungan anak dan hukum keluarga. 

Kajian ini memperluas pemahaman bahwa perlindungan anak tidak hanya dapat dianalisis melalui 

kerangka normatif-positivistik, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan 

institusional yang memengaruhi implementasi hukum di lapangan. Integrasi kerangka SCII dalam studi 

hukum memungkinkan pengembangan pendekatan multidisipliner yang menghubungkan teori hukum 

dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan kajian kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian 

ini memperkaya literatur hukum dengan perspektif kontekstual yang menekankan pentingnya penguatan 

kapasitas kelembagaan, pelembagaan komunitas, serta pemberdayaan keluarga dalam menegakkan hak 

anak secara efektif. Meskipun menghasilkan temuan yang relevan, penelitian ini memiliki sejumlah 

keterbatasan. Pertama, data penelitian berfokus pada konteks lokal Lombok Timur sehingga generalisasi 

hasil ke wilayah lain masih terbatas. Kedua, keterbatasan akses terhadap data kuantitatif resmi mengenai 

jumlah anak PMI yang mengalami penelantaran menyebabkan analisis lebih menekankan pada data 

kualitatif. Ketiga, keterlibatan aktor internasional dan lembaga transnasional belum dieksplorasi secara 

mendalam, padahal peran mereka penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak lintas batas. 

Keterbatasan ini berimplikasi pada perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan 

menggunakan metode campuran (mixed methods) dan lingkup geografis yang lebih luas. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk riset selanjutnya. Pertama, 

penelitian komparatif lintas daerah atau lintas negara perlu dilakukan untuk menganalisis perbedaan dan 

persamaan mekanisme perlindungan anak PMI di berbagai konteks sosial dan hukum. Kedua, diperlukan 

riset berbasis data kuantitatif dan longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang penelantaran 

terhadap perkembangan anak serta efektivitas intervensi kebijakan. Ketiga, penelitian mendatang perlu 

mengintegrasikan perspektif hukum internasional, khususnya terkait konvensi hak anak dan perjanjian 

bilateral ketenagakerjaan, guna memperkuat analisis pada dimensi transnasional. Dengan demikian, 

penelitian di masa depan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga menyediakan dasar 

empiris dan normatif untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak PMI yang lebih responsif, 

integratif, dan berkeadilan.  

D. SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penelantaran anak pekerja migran Indonesia merupakan 

fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor risiko dan faktor 

protektif pada empat level analisis SCII (Societal, Community, Institutional, dan Individual). Pada level 

sosial, norma patriarki dan budaya diam menyebabkan anak kehilangan hak atas pengasuhan dan 

perlindungan keluarga. Di tingkat komunitas, tokoh masyarakat, Forum Anak, dan posyandu telah 

berperan sebagai agen protektif, namun tidak memiliki mandat hukum yang kuat. Pada level institusional, 

fragmentasi kebijakan dan ketiadaan sistem data terintegrasi membuat koordinasi antarinstansi belum 

optimal. Sementara itu, pada level individu, keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan literasi hukum 

pengasuh memperburuk kerentanan anak, meskipun terdapat anak-anak yang menunjukkan resiliensi 

melalui pendidikan berbasis hak dan dukungan komunitas. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa 

pemenuhan hak anak tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial, melainkan membutuhkan 

intervensi terintegrasi dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Reformasi hukum, pemberdayaan 

komunitas, dan peningkatan kapasitas pengasuh perlu dilakukan secara simultan untuk memperkuat 

sistem perlindungan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan kerangka SCII dalam 

konteks perlindungan anak di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata 

kelola sosial berbasis komunitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan 
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longitudinal dan komparatif guna memahami dinamika jangka panjang dan variasi regional penelantaran 

anak pekerja migran. 
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